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HIBAH BMN RP578 MILIAR DARI PUPR MANFAAT BAGI WARGA SUMUT 

 

 
Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/ 

 

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyatakan 

bahwa hibah Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp578.421.090 dari Kementerian 

Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bermanfaat bagi rakyat di wilayah 

itu.            

Agus Fatoni di Medan, Jumat mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan diterimanya 

Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp578.421.090 dari Kementerian Pembangunan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang 

diserahkan pada Kamis (10/9) di Jakarta. 

“BMN ini pada prinsipnya adalah untuk rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat, 

kita terima kasih telah dipercayakan menerima BMN ini," ujarnya. Dengan pemberian 

tersebut, dia menegaskan bahwa pemerintah provinsi setempat akan memanfaatkan serta 

memelihara aset dengan baik sehingga dapat digunakan terus menurus. 

“Kita bersyukur telah diserahkan aset, sekarang tugas kita memeliharanya, aset ini 

harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga bisa bertahan lama," kata dia. 

Adapun hibah BMN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumut, antara lain 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Metropolitan Sanitation Management and 

Health Project (MSMHP). 

Aset senilai Rp578 miliar yang diterima Pemprov Sumut merupakan bagian dari total 

aset senilai Rp19,16 triliun yang diserahkan kepada kementerian lembaga, Provinsi, 

kabupaten/kota, pemerintah desa, yayasan hingga perguruan tinggi. 

Untuk itu, mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan ini meminta seluruh jajaran 

serta pemangku kebijakan terkait untuk memaksimalkan pemberian hibah tersebut. 
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Dia menyakini bahwa pemberian hibah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat jika 

dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat. 

Sementara saat penyerahan hibah BMN Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 

serah terima tersebut merupakan bentuk atau cara penjelasan kepada publik bagaimana 

keuangan negara dikelola. 

Menurutnya, uang rakyat harus dikelola dengan transparan dan akuntabel sehingga 

masyarakat mengetahui. 

"Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik, bahwa uang yang 

kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, bea cukai, maupun PNBP itu digunakan 

dan manfaatkan disampaikan kepada masyarakat," katanya. 

Menkeu meminta kepada para penerima hibah BMN agar dapat memanfaatkan aset 

yang telah diterima sebaik-baiknya. Khususnya dengan melakukan pemeliharaan atau 

perawatan yang baik. 

"Saya mohon titip, itu dibangun dengan uang rakyat, tolong dipelihara dan 

dimanfaatkan. Saya selalu berpesan barang-barang milik negara atau aset negara itu 

adalah sebuah aset yang harus dimanfaatkan, harus bekerja keras untuk memberikan 

manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat lingkungan, bahkan manfaat kultural selain 

manfaat dari sisi finansial," kata Sri Mulyani. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/594174/hibah-bmn-rp578-miliar-dari-pupr-

manfaat-bagi-warga-sumut/, 11/10/24. 

2. https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/terima-aset-bmn-senilai-rp578-miliar-pj-

gubernur-agus-fatoni-harapkan-bermanfaat-bagi-rakyat-sumut, 10/10/24. 

 

Catatan Berita: 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  

Pasal 1 

Angka 1.  Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. 
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Angka 2.   Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas  

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. 

Angka 20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 

Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada 

Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 

 

Pasal 2 

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah; dan 

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;  

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau  

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

 

Pasal 3  

(1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:  

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;  

b. pengadaan;  

c. Penggunaan;  

d. Pemanfaatan;  

e. pengamanan dan pemeliharaan; 

f. Penilaian;  

g. Pemindahtanganan;  

h. Pemusnahan;  

i. Penghapusan; 

j. Penatausahaan; dan 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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Pasal 4 

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik 

Negara. 

(2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: 

a. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang 

Milik Negara;  

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara; 

c. Menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara; 

d. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau 

bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;  

e. Memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang 

berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Ralryat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;  

f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang 

Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat 

kepada Presiden; 

g. Memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang 

berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 

h. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau 

Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; 

i. Memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada 

pada Pengguna Barang; 

j. Memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 

Negara:  

k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan 

menghimpun hasil Inventarisasi; 

l. Menyusun laporan Barang Milik Negara; 

m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang 

Milik Negara; dan 

n. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah 

kepada Presiden, jika diperlukan. 

(3) Pengelola Barang Milik Negara dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung 

jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Pengguna Barang I 

Kuasa Pengguna Barang. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang 

dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelimpahannya 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 68 ayat (1) dan (2) 

(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat 

nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a. Bukan merupakan barang rahasia negara;  

b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan  

c. Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan 

pemerintahan negaraf daerah. 

 

Pasal 69 

(1) Hibah dapat berupa: 

a. Tanah dan/atau bangunan: 

1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;  

2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik 

Daerah; 

3. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 

4. Selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau  

b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,  

sesuai batas kewenangannya. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau  

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, 

untuk Barang Milik Daerah. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 

a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang 

Milik Negara; atau 

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, 

untuk Barang Milik Daerah. 
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(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola 

Barang; 

b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang 

Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau  

c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, 

untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya. 

 

Pasal 71 

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

b. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan 

Hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota;  

c. Berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat 

menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas 

kewenangannya; 

d. Proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman 

pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta 

Pasal 57 ayat (21; 

e. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

d; dan  

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita 

acara serah terima barang. 

(1a)  Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b 

dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 

disertai pertimbangan dan kelengkapan data;  

b. Dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti 

dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;  
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c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui danlatau menetapkan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;  

d. Proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman 

pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta 

Pasal 57 ayat (2);  

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan  

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita 

acara serah terima barang. 

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang 

Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 

disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 

Pengguna Barang;  

b. Dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang 

meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik 

Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;  

d. Proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;  

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan  

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita 

acara serah terima barang. 


